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PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI 

LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara di 

lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, perlu menyusun pedoman pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

   b. bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 

Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara di Lingkungan Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 

3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN 

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan APBN. 

www.peraturan.go.id



2021, No.713 
-3- 

3. DIPA Petikan adalah DIPA persatuan kerja yang dicetak 

secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan 

dana/pengesahan bagi bendahara umum   negara dan 

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA 

induk. 

4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang   

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana 

kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia secara terpadu. 

5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara. 

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 

atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran.  

10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan 

APBN pada Satker. 
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11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 

disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan   APBN 

pada Satker. 

13. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang 

selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang 

diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola 

pelaksanaan belanja pegawai. 

14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

TUP adalah uang muka yang diberikan kepada 

Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat 

mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang 

telah ditetapkan.  

16. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban 

atas TUP. 

17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut 

Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan 

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak 

lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan,  

surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerbitan surat perintah membayar langsung. 

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
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KPA/PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan 

kepada negara. 

19. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang 

Persediaan yang selanjutnya disebut SPP GUP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi 

pertanggungjawaban dan permintaan kembali 

pembayaran UP. 

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN 

selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas 

beban APBN berdasarkan SPM. 

22. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK 

adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan 

dalam media penyimpanan digital. 

23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut 

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang 

diperlukan untuk pelaksanakannya di lingkungan 

BP2MI. 

24. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat 

RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran 

pengadaan barang/jasa. 

25. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat 

RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang 

ditetapkan oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan Satker 

dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam 

DIPA. 

26. Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya 

disebut RPD Harian adalah rencana penarikan 

kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan 

dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan. 
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